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Komisi VI Sentil Pengawasan Bappebti Lemah

Bursa Komoditi Kok Kayak
Industri Di Tengah Hutan

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyoroti
lemahnya regulasi, pengawasan dan perlindungan
konsumen di industri bursa komoditi. Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mestinya

berperan lebih maksimal.

“INDUSTRI ini saya lihat kayak
industri di tengah hutan Kayak
industri yang tidak ada aturan
mainnya, tidak ada ketegasan
dan wibawa dari regulator mau-
pun pengawas,” sindir Nusron
dalam rapat kerja Komisi VI ber-
sama Kepala Bappebti Indrasar
Wishnu Wardana di Gedung
Parlemen, Jakarta, kemarin.
Nusron berpendapat, Bappebti
tidak maksimal memberikan
edukasi dan perlindungan kepada
konsumen vang terjun dalam

industr perdagangan bursa ko-
moditi. Baik vang ada di Bursa
Benjangka Jakarta (BJT) maupun
di Bursa Komoditi dan Derivatif
Indonesia (ICDX).

Bahkan, lanjutnya, tak sedikat
anggota DPR. sampai menda-
pat telepon, pesan singkat dan
WhatsApp dari marketing atau
sales perusahaan pialang ber-
jangka i1 “Semua orang ditele-
pon tanpa sopan santun.” kesal
Nusron.

Untuk menghindan penawaran

vang berulang kali 11, Nusron
sampai harus mengaku seba-
gai pejabat dari Bappebti se-
hingga tidak boleh ikut sebagai
konsumen dalam pialang ber-
jangka.

“Tap1 kadang-kadang s1 sales-
nva nggak tahu juga Bappebt
itu apa (sehingga) saya masth
ditawari juga,” katanya.

Makanya, Nusron tidak segan
menyebut industri berjangka 1m
seperti industr di tengah hutan
Penawaran-penawaran manis
bertebaran kepada masyarakat.
Bahkan, sudah banyak investor
atau konsumen vang dirugikan
akabat dalam industn berjangka
ini. Mereka i1 adalah investor
vang tidak tahu cara bermain,
namun tiba-tiba duitnya raib.

Irominya, mereka tidak tahu
kepada siapa harus mengadu,
cara mengadu dan bagaimana
proses penanganannya. Kondisi
ini kontras dengan industri di
perbankan dan kevangan vang
secara ketat diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).

Dijelaskan Nurson, OJK
memiliki satu direktorat atau
komisioner yang khusus me-
nangani masalah Edukasi dan
Perlindungan Konsumen atau
EPK.

Direktorat ini1 bertanggung
jawab melakukan edukasi ter-
hadap masalah-masalah di indus-
tri keuangan baik itu asuransi,
pasar modal maupun perbankan.
Termasuk juga di dalamnya
menindaklanjuti pengaduan

masyarakat.

“Saya melihat di Bappebti
vang lemah di situ. Tidak ada
EPK. Dalam meja saya imi
ada sekitar 26 pengaduan. Se-
betulnya semuanya i sudah
pernah mengadu ke Bappebti
tapi tidak ada proses clearing
house. Tidak ada tindak lanjut,”
jelas politisi Golkar 11

Karena itu, dia meminta
Bappebti menaruh perhatian
tethadap masalah FPK im Ha-
rus ada kepastian masyarakat
memperoleh edukasi dan perlin-
dungan konsumen, sehingga uang
vang dunvestasikan di pialang
benjangka betul-betul tegjamin.
Dengan demikian, masyarakat
tidak mudah terperdava kemer-
duan suara marketing. m KAL
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